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Keuanmngan Negara Berisiko
NMisbakhunmn Sarankan

Hitunmng Ulanmng Utang

ANGGOTA Komisi X1 DPR
Misbakhun menyvarankan
soal utang negara dibicarakan
dalam rangka membangun
sebuakh” konsep “carzax rmenghi-
tung utang”. Sebab, selama ini
Pemerintah sepertinya belum
bisa mendeskripsikan sepenuh-
nya konscp utang.

“*Selama ini yang dicatat dan
diakui oleh Pemerintah dalam
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Pusat.yang di dalamnya
terdapat neraca kecuangan.
TNeraca harus menggambarkan
semua jumiliah utang negara.,”™
kata Misbakhun dalam. dis-—
kusi Institut For IDevelopment
of Economics and Flnance
CINNIDEF) berta_)uk U tang
Meningkat, Kapasitas Fiskal
Mengkeret’, belum lama ini.

Misbakhun menuturkan.,
keterangan <damn penjelasan
yvang dibanmngun Pemerintah
sclalu tentang utang kita beluan
melewati batas dan belum me-
langgar ketentuan konstitusi.
“Flarus disampaikan, bahwa
konsep itu harus diperbaiki
nalar berpikimya,” jelasnya.

Menteri Keuangan (Men-
keu) Sri Mulyani, lanjutmya,
selalu mengatakan bahwa
utang Indonesia masih 39
persen dari Produk IDomestik
Bruto (PIOB). Lalu, mcixa-
bandingkannya dengan negara
maju seperti Amerika Serikat.,
Ingeris, dan Jerman dan Jepang
yang sebenarmya hampir 200
persen terhadap PIDB Jepang.
““Sebenarmiya perbandingan
itu tidak apple o aprrle dan
tidak jserir.”” ujarnya.

Karena yang dicatat oleh
Pemerintah, sambung politisi
Partai Golkar ini, 39 persen
PIDB ini adalah utang ter-
kait pembiavaan Anggaran
FPendapatan dan Belanja Negara
CAPEMN). Padahal sebetulnya,
Pemerintalh punya utang lain
yang memberikan risiko kepada
APBIN dan keuangan ncgmara.

Dia pun mengingatkan
Undang-Undang TNomor 17
Tahumn 2003 tentang Koecuangan
Negara, di pasal 12 ayvat 3
menyvyebutkan ratio utang
Pemerintah maksimal 60
persen PIDEB. Tetapi ratio 60
persemn itu tidak disebutkan
rasio utang atas pembiayaan
APBIN, tapi dinyvatakan rasio
atas utang yvang bersifat urmuarm.

Selain itu, tercantum juga
rasioco defisit maksirmal 3 persen
APBIN. ““Jadi rasio 60 persen
dan 3 persen tidak pada nornmma
pasal, tapi dicantumkan dalam
penjelasan Undang-undang.”
katanwva. .

Makanyvya oleh Komisi
XIiI DPR.,. jelas MMisbakhun,
mengusulikan agar penyebutan
angka rasio utang itu dise-
butkan pada batang tubuh
undang-undang. bukan pada
renjelasan undang-undang.
“Namun Pemerintalhh meno-
lak,”” katanva. .

Bagi Misbakhun, utar g
Pemerintah hendaknya semua
dihitung. Sebab. memitigasi
risiko gagal bayar harus dimu-—
lai darxri sistem pencatatan.

IDia 1alu menvebutkan
Singapura, tabumngan ~wargasa
Indonesia dicatat sebagai utang
oleh megara. Krisis moneter
tahun 1998 hendaknya jadi pe-
lajaran penting dalam menge-
lola utang negara. Ketika krisis
tersebut terjadi,. semua utang
swvwasta tiba-ftiba menjadi ke-
wajiban FPemerintah lantaran
Pemerintah memutuskan untulk
mem-bHailozr utang svwasta.

““Itu akibat kita tidak me-
mitigasi risiko utang. Jadi
utang .- zzaman Pak Harto yang
semula hanya Rp 900 triliun,
tiba-tiba melonjak menjadi Rp
1.9400 triliuun lebih karena ada
tambahan Rp 600 triliun utang
baru. Akibat bailout utang
swasta di BELEBI danmn menerbit-
kan obligasi rekap untuk itu,”
wujarny o, mEE AL
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